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Abstrak 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah 

karena menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengelola sumber 

daya dan menentukan arah pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah 

daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di Provinsi 

Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan 

dan program pemberdayaan masyarakat. Informan dipilih secara purposif dengan melibatkan 

unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, kelompok masyarakat, tokoh 

masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan. Analisis data dilakukan 

melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki empat peran utama dalam 

pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai fasilitator, penguat kapasitas, pembuka ruang partisipasi, 

dan penghubung sumber daya pembangunan. Namun, partisipasi masyarakat masih menghadapi 

tantangan berupa kecenderungan partisipasi administratif yang belum sepenuhnya berkembang 

menjadi partisipasi substantif dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan yang berorientasi 

pada kemandirian membutuhkan peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, penguatan 

kelembagaan lokal, dan partisipasi bermakna. Penelitian merekomendasikan pengembangan 

kebijakan pemberdayaan berbasis potensi lokal dan penguatan kolaborasi antarpemangku 

kepentingan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. 

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat; Pemerintahan daerah; Pembangunan daerah; 

Kemandirian masyarakat 

 

Pendahuluan 

Pembangunan daerah pada hakikatnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan pelayanan publik, tetapi juga 

pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menjadi subjek pembangunan. Paradigma 

pembangunan yang menempatkan masyarakat semata-mata sebagai penerima manfaat telah 

mengalami pergeseran menuju pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor yang 

memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengelola sumber daya, mengambil 

keputusan, dan menentukan arah perubahan di lingkungannya (Chambers, 1997; Sen, 1999). 

Dalam perspektif tersebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh capaian 

ekonomi dan fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap 

sumber daya dan meningkatkan kapasitas dalam menentukan kehidupannya sendiri (Sen, 1999). 

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting dalam 
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pembangunan karena pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan masyarakat yang memiliki 

kapasitas untuk mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan secara mandiri (Ife, 

2016). 

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses yang memungkinkan individu 

dan kelompok memperoleh kemampuan, akses, dan kontrol terhadap sumber daya yang 

memengaruhi kehidupan mereka (Rappaport, 1987). Pemberdayaan dengan demikian tidak dapat 

dipahami hanya sebagai pemberian bantuan atau pelaksanaan program pemerintah, tetapi sebagai 

proses peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengambil keputusan dan bertindak 

berdasarkan kepentingannya sendiri (Zimmerman, 2000). Pendekatan tersebut sejalan dengan 

konsep participatory development yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam 

proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan 

(Pretty, 1995). Partisipasi masyarakat yang substantif memberikan peluang bagi masyarakat untuk 

tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memengaruhi keputusan mengenai kebijakan dan 

program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka (Arnstein, 1969). 

Dengan demikian, pemberdayaan dan partisipasi merupakan dua aspek yang saling berkaitan 

dalam membangun kemandirian masyarakat. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, pendekatan pemberdayaan membawa konsekuensi 

terhadap perubahan peran pemerintah. Pemerintah daerah tidak lagi semata-mata ditempatkan 

sebagai aktor utama yang merencanakan dan melaksanakan seluruh agenda pembangunan, tetapi 

juga sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi agar masyarakat mampu mengembangkan 

kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya. Perubahan tersebut sejalan dengan perspektif new 

public governance yang memandang penyelesaian persoalan publik sebagai proses yang 

melibatkan interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, 

dan sektor swasta (Osborne, 2010). Pemerintah dalam perspektif tersebut berperan membangun 

jejaring, menghubungkan berbagai sumber daya, menciptakan ruang partisipasi, serta 

mengoordinasikan berbagai aktor untuk menghasilkan nilai publik (Ansell & Torfing, 2021). 

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari transformasi pemerintahan 

daerah dari pendekatan government yang bersifat hierarkis menuju governance yang lebih 

partisipatif dan kolaboratif. 

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penguatan peran pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat memiliki landasan yang kuat dalam kebijakan desentralisasi. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan antara lain untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 

serta masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Desentralisasi dengan demikian tidak hanya 

berkaitan dengan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi 

juga memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih 

responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal (Smoke, 2015). Pemerintah 

daerah memiliki posisi strategis karena berada lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki 

kapasitas untuk mengidentifikasi persoalan lokal serta mengembangkan program pembangunan 

yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Crook, 2003). Namun, 

kedekatan institusional tersebut baru akan menghasilkan pemberdayaan apabila pemerintah daerah 

mampu menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses, 

berpartisipasi, dan memiliki pengaruh terhadap proses pembangunan. 

Permasalahan yang muncul adalah bahwa keberadaan berbagai mekanisme partisipasi 

masyarakat belum selalu menghasilkan pemberdayaan yang substantif. Partisipasi masyarakat 



3 
 

dapat berhenti pada tingkat konsultasi atau pemenuhan prosedur administratif tanpa memberikan 

pengaruh yang berarti terhadap proses pengambilan keputusan (Arnstein, 1969). Dalam konteks 

pembangunan lokal, masyarakat dapat dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan, tetapi 

belum tentu memiliki kemampuan untuk memengaruhi penentuan prioritas, distribusi sumber 

daya, dan implementasi kebijakan. Penelitian mengenai partisipasi dalam pembangunan 

menunjukkan bahwa kualitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat, desain 

kelembagaan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan (Darwin, 2017). Temuan yang lebih baru juga menunjukkan bahwa peningkatan 

instrumen partisipasi pada tingkat pemerintahan lokal belum secara otomatis menghasilkan 

peningkatan kekuasaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tingkat pemberdayaan 

masyarakat sangat dipengaruhi oleh desain proses partisipasi, tingkat pelembagaan, komitmen 

politik, inklusivitas, dan akuntabilitas pemerintah (Meilinda et al., 2021). 

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila ditempatkan dalam konteks Provinsi 

Riau yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Perbedaan 

karakteristik antarkabupaten/kota serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan menghasilkan 

kebutuhan pembangunan dan potensi masyarakat yang berbeda. Data mengenai potensi desa di 

Provinsi Riau menunjukkan adanya keragaman karakteristik wilayah, infrastruktur, dan potensi 

lokal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan (Badan Pusat 

Statistik Provinsi Riau, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan 

masyarakat tidak dapat dilakukan secara seragam karena kapasitas, kebutuhan, serta potensi 

masyarakat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pembangunan daerah 

membutuhkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi lokal dan 

mengintegrasikannya ke dalam kebijakan pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik 

masyarakat setempat. 

Selain karakteristik wilayah, pembangunan daerah juga perlu memperhatikan dimensi 

kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau memperlihatkan 

bahwa pembangunan perlu dilihat secara multidimensional, tidak hanya melalui indikator 

ekonomi, tetapi juga melalui kondisi sosial dan kualitas kehidupan masyarakat (Badan Pusat 

Statistik Provinsi Riau, 2021). Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi instrumen 

penting untuk memperkuat pembangunan yang lebih inklusif karena memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk mengembangkan kapasitas sosial dan ekonominya. Pemerintah daerah dapat 

berperan melalui fasilitasi akses terhadap sumber daya, peningkatan keterampilan, penguatan 

kelembagaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta penyediaan ruang partisipasi dalam 

proses pembangunan. Pendekatan yang mengintegrasikan pemberdayaan sosial dan ekonomi 

dengan inovasi dan teknologi juga memiliki potensi untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan di tingkat daerah (Suwandi & Meilinda, 2021). 

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan 

apakah pemberdayaan masyarakat mampu menghasilkan kemandirian atau justru menciptakan 

ketergantungan terhadap program pemerintah. Pemerintah daerah perlu bergerak dari pola 

intervensi yang berorientasi pada pemberian bantuan menuju pendekatan yang menempatkan 

masyarakat sebagai mitra pembangunan. Peran tersebut mencakup fungsi sebagai fasilitator, 

katalisator, regulator, penghubung sumber daya, serta penguat kapasitas kelembagaan masyarakat 

(Ife, 2016). Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang 

memadai, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, serta memperoleh akses terhadap sumber 

daya yang diperlukan untuk mengembangkan potensi lokal. Dalam perspektif collaborative 

governance, pemberdayaan yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dalam proses 
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yang memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama, pembagian sumber daya, dan penciptaan 

solusi terhadap persoalan publik (Ansell & Torfing, 2021). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan daerah di Provinsi Riau menjadi penting dilakukan karena terdapat kebutuhan untuk 

memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam meningkatkan kapasitas 

dan kemandirian masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat pemberdayaan sebagai 

pelaksanaan program pemerintah, tetapi menganalisisnya sebagai proses pemerintahan yang 

mencakup fasilitasi, peningkatan kapasitas, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, 

dan penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah di Provinsi 

Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya 

kemandirian masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmu 

pemerintahan mengenai hubungan antara kapasitas pemerintah daerah dan pemberdayaan 

masyarakat, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi 

pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pemberdayaan yang lebih partisipatif, inklusif, dan 

berorientasi pada kemandirian masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk 

menganalisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 

daerah di Provinsi Riau. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk 

memahami proses, praktik, pengalaman, dan dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan secara kontekstual (Creswell & Poth, 2018). Studi 

kasus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena 

pemberdayaan masyarakat dalam lingkungan pemerintahan daerah, termasuk bagaimana 

kebijakan diterjemahkan ke dalam program, bagaimana masyarakat dilibatkan, serta faktor-faktor 

yang mendukung dan menghambat terwujudnya kemandirian masyarakat (Yin, 2018). 

Lokasi penelitian adalah Provinsi Riau dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah 

yang memiliki keragaman sosial, ekonomi, geografis, dan kapasitas pemerintahan daerah. Untuk 

memperoleh informasi yang lebih mendalam, penelitian dilakukan pada beberapa kabupaten/kota 

yang dipilih secara purposif berdasarkan variasi karakteristik pembangunan daerah dan 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pemilihan lokasi dilakukan dengan 

mempertimbangkan keberadaan program pemberdayaan masyarakat, keterlibatan pemerintah 

daerah dalam fasilitasi pembangunan masyarakat, serta variasi kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat. Unit analisis penelitian adalah pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang 

terlibat dalam proses pemberdayaan, sehingga penelitian dapat melihat pemberdayaan dari 

perspektif institusi pemerintah sekaligus dari pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat 

dan pelaku pembangunan. 

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan 

informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan 

keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Informan terdiri atas 

pejabat perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat, aparatur pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, pengurus kelompok masyarakat, 

tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan. Apabila selama 

proses penelitian ditemukan informasi baru yang memerlukan pendalaman, pemilihan informan 

dapat dikembangkan menggunakan teknik snowball sampling. Jumlah informan tidak ditentukan 
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secara kaku sejak awal, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian sampai informasi yang 

diperoleh mencapai kondisi kejenuhan data (data saturation) (Creswell & Poth, 2018). 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan informan serta observasi terhadap proses pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki 

pedoman pertanyaan yang konsisten sekaligus memperoleh ruang untuk menggali pengalaman, 

persepsi, dan penjelasan informan secara lebih mendalam. Data sekunder diperoleh melalui 

dokumen pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan 

pembangunan, laporan pelaksanaan program, data statistik, serta berbagai dokumen lain yang 

relevan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, 

dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Data hasil wawancara 

ditranskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, meliputi peran pemerintah 

daerah sebagai fasilitator, peningkatan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat, akses 

terhadap sumber daya, penguatan kelembagaan masyarakat, serta faktor pendukung dan 

penghambat kemandirian masyarakat. Selanjutnya, data dibandingkan antara informan, lokasi 

penelitian, dan dokumen untuk menemukan pola dan perbedaan. Keabsahan data diuji melalui 

triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen 

(Creswell & Poth, 2018). Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan 

pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah Provinsi Riau 

menjalankan perannya dalam membangun pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan 

kemandirian masyarakat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Riau memiliki peran 

penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan 

mengembangkan kapasitasnya dalam pembangunan daerah. Peran tersebut terutama diwujudkan 

melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan penyediaan dukungan terhadap berbagai 

kelompok masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program 

pembangunan, tetapi juga berupaya menghubungkan masyarakat dengan sumber daya, program, 

serta institusi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini 

menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan pembangunan yang bersifat instruktif 

menuju pendekatan yang lebih menempatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam 

pembangunan. 

Fasilitasi pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai bentuk dukungan, antara lain 

penyediaan program pemberdayaan, pendampingan kelompok masyarakat, pengembangan 

kapasitas ekonomi, serta koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah desa dan 

kelompok masyarakat. Namun demikian, efektivitas fasilitasi sangat bergantung pada kemampuan 

pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan karakteristik lokal. Pendekatan pemberdayaan 

yang bersifat seragam berpotensi menghasilkan program yang kurang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat karena setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan potensi sumber daya 

yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Chambers (1997) bahwa pembangunan yang 

efektif perlu dimulai dari pemahaman terhadap realitas masyarakat dan bukan semata-mata 

berdasarkan perspektif institusi pemerintah. 
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Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah perlu menjalankan fungsi 

sebagai enabler, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat mengembangkan 

kapasitasnya sendiri. Dalam perspektif new public governance, pemerintah tidak lagi menjadi satu-

satunya aktor dalam penyelesaian persoalan publik, tetapi berperan dalam mengorkestrasi 

hubungan antara berbagai aktor dan sumber daya yang tersedia (Osborne, 2010). Pemerintah 

daerah Provinsi Riau karena itu perlu memperkuat jejaring antara perangkat daerah, pemerintah 

desa, organisasi masyarakat, kelompok ekonomi lokal, perguruan tinggi, dan sektor swasta. 

Kolaborasi tersebut dapat memperluas sumber daya pemberdayaan sekaligus mengurangi 

ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. 

 

Peningkatan Kapasitas sebagai Dasar Kemandirian Masyarakat 

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat 

merupakan komponen penting dalam proses pemberdayaan. Program pemberdayaan yang hanya 

memberikan bantuan material tanpa disertai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan organisasi cenderung menghasilkan ketergantungan. Sebaliknya, pemberdayaan yang 

disertai pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta akses terhadap informasi 

memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan secara 

berkelanjutan. 

Peningkatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan ekonomi, tetapi juga 

mencakup kemampuan masyarakat dalam mengelola organisasi, menyusun perencanaan, 

mengakses informasi, membangun jaringan, dan mengambil keputusan. Dengan demikian, 

kemandirian masyarakat tidak dapat dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat tidak lagi 

membutuhkan pemerintah, tetapi sebagai kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi 

persoalan, memanfaatkan sumber daya, dan mengambil tindakan secara kolektif. Konsep ini 

sejalan dengan teori pemberdayaan yang menempatkan peningkatan kapasitas dan kontrol 

terhadap sumber daya sebagai unsur utama pemberdayaan (Rappaport, 1987; Zimmerman, 2000). 

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kapasitas juga perlu diarahkan pada 

pengembangan potensi lokal. Masyarakat di wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi 

berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, maupun sektor jasa membutuhkan model 

pengembangan kapasitas yang berbeda. Karena itu, pemerintah daerah perlu menghindari 

pendekatan one-size-fits-all dan mengembangkan program yang berbasis pada potensi serta 

kebutuhan lokal. Data potensi desa di Provinsi Riau memperlihatkan adanya keragaman 

karakteristik wilayah dan potensi lokal yang dapat menjadi basis pengembangan kebijakan 

pemberdayaan masyarakat (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025). Dengan memanfaatkan 

potensi tersebut, pemberdayaan dapat diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas 

individu, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi dan sosial yang mendukung kemandirian 

masyarakat. 

 

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting 

dalam pelaksanaan pemberdayaan di daerah. Masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan 

kebutuhan dan aspirasi melalui berbagai mekanisme perencanaan pembangunan dan kegiatan 

pemberdayaan. Namun, tingkat partisipasi belum selalu menunjukkan keterlibatan masyarakat 

yang substantif dalam menentukan keputusan pembangunan. Dalam beberapa kondisi, masyarakat 

masih lebih banyak berperan sebagai penerima informasi atau penerima program dibandingkan 

sebagai aktor yang memiliki pengaruh terhadap formulasi kebijakan. 
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Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi secara administratif 

dan partisipasi secara substantif. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat 

memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari manipulasi dan pemberian informasi hingga 

kemitraan dan pengendalian masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan forum partisipasi tidak 

dengan sendirinya menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kekuasaan dalam proses 

pengambilan keputusan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak 

berhenti pada tahap konsultasi, tetapi benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan program 

dan alokasi sumber daya pembangunan. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Darwin (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi 

dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan lokal ketika masyarakat memiliki 

kesempatan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Penelitian Meilinda et al. (2021) 

juga menunjukkan bahwa peningkatan instrumen partisipasi di tingkat pemerintahan lokal belum 

otomatis menghasilkan pemberdayaan substantif. Kualitas desain partisipasi, pelembagaan, 

komitmen politik, inklusivitas, dan akuntabilitas menjadi faktor penting yang menentukan apakah 

partisipasi benar-benar meningkatkan posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, tantangan pemerintah daerah Provinsi Riau bukan hanya memperluas ruang partisipasi, 

tetapi meningkatkan kualitas ruang tersebut agar masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar 

terhadap agenda pembangunan. 

 

Pemberdayaan dan Terbentuknya Kemandirian Masyarakat 

Temuan terakhir menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat merupakan hasil yang 

diharapkan dari proses pemberdayaan, tetapi tidak dapat dicapai hanya melalui satu program atau 

intervensi pemerintah. Kemandirian terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan 

peningkatan kapasitas individu, penguatan kelembagaan masyarakat, akses terhadap sumber daya, 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan membangun jaringan dengan aktor 

lain. Dalam perspektif pembangunan manusia, kemampuan masyarakat untuk menentukan pilihan 

dan meningkatkan kapasitas kehidupannya merupakan bagian penting dari proses pembangunan 

itu sendiri (Sen, 1999). 

Kemandirian masyarakat juga berkaitan dengan kemampuan kelompok masyarakat untuk 

mempertahankan aktivitas produktif setelah dukungan pemerintah berkurang. Oleh karena itu, 

keberhasilan pemberdayaan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah program yang 

dilaksanakan, jumlah bantuan yang disalurkan, atau jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan, 

tetapi dari perubahan kapasitas masyarakat setelah program berlangsung. Indikator seperti 

keberlanjutan kelompok, kemampuan mengelola sumber daya, peningkatan akses ekonomi, 

kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan membangun kerja sama dapat menjadi 

ukuran yang lebih relevan untuk menilai keberhasilan pemberdayaan. 

Dalam konteks Provinsi Riau, pendekatan tersebut penting karena keberagaman potensi dan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat membutuhkan model pemberdayaan yang adaptif. Pemerintah 

daerah perlu memperkuat integrasi antara program pemberdayaan dengan kebijakan pembangunan 

daerah sehingga pemberdayaan tidak menjadi program sektoral yang berdiri sendiri. Integrasi 

tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pendampingan, dan 

evaluasi program pemberdayaan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian 

integral dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap kebijakan pembangunan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kemandirian masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi utama, yaitu 

sebagai fasilitator, penguat kapasitas, pembuka ruang partisipasi, dan penghubung sumber daya. 
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Keempat fungsi tersebut saling berkaitan. Fasilitasi tanpa peningkatan kapasitas berpotensi 

menciptakan ketergantungan, peningkatan kapasitas tanpa akses terhadap sumber daya sulit 

menghasilkan kemandirian, sedangkan partisipasi tanpa kewenangan memengaruhi keputusan 

berpotensi menjadi formalitas. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat membutuhkan 

pendekatan pemerintahan yang memungkinkan masyarakat memiliki kapasitas sekaligus 

kesempatan untuk menggunakan kapasitas tersebut dalam proses pembangunan. Perspektif ini 

memperkuat argumentasi bahwa pemerintah daerah perlu bergerak dari paradigma government as 

provider menuju government as enabler, yaitu pemerintah yang menciptakan kondisi 

kelembagaan, sosial, dan ekonomi agar masyarakat mampu menjadi aktor utama pembangunan 

daerah (Ansell & Torfing, 2021; Ife, 2016). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting 

dari pembangunan daerah dan membutuhkan perubahan peran pemerintah daerah dari pelaksana 

utama pembangunan menjadi fasilitator dan penggerak kapasitas masyarakat. Dalam konteks 

Provinsi Riau, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui fasilitasi program 

pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat, pembukaan ruang partisipasi, penguatan 

kelembagaan lokal, serta penghubungan masyarakat dengan berbagai sumber daya pembangunan. 

Pemberdayaan yang efektif tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan material, tetapi 

harus diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan, 

mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mempertahankan hasil pembangunan secara 

mandiri. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan 

berupa kesenjangan antara partisipasi administratif dan partisipasi substantif. Keterlibatan 

masyarakat dalam proses pembangunan belum selalu memberikan pengaruh yang memadai 

terhadap penentuan prioritas dan keputusan pembangunan. Oleh karena itu, kemandirian 

masyarakat perlu dipahami sebagai hasil dari proses yang mengintegrasikan peningkatan 

kapasitas, akses terhadap sumber daya, partisipasi bermakna, dan penguatan kelembagaan 

masyarakat. Pemerintah daerah perlu membangun pendekatan pemberdayaan yang lebih adaptif 

terhadap karakteristik dan potensi masing-masing wilayah sehingga program tidak bersifat 

seragam dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. 

Pemerintah Provinsi Riau perlu memperkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui 

pendekatan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Program pemberdayaan sebaiknya 

tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi diarahkan pada pengembangan 

keterampilan, kewirausahaan, penguatan kelembagaan, literasi, akses informasi, serta kemampuan 

masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu 

meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dengan memastikan bahwa aspirasi masyarakat 

memiliki pengaruh nyata dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembangunan. Selain itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah 

desa, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk 

memperluas sumber daya pemberdayaan. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan 

pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk menguji secara empiris hubungan antara 

kapasitas pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, dan tingkat kemandirian masyarakat di 

berbagai daerah di Indonesia. 
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